
a. bahwa untuk meningkatkan daya samg nasional, 

menurunkan biaya logistik, mengurangi beban 

penimbunan dan dwelling time di pelabuhan, Pemerintah 

telah mengembangkan Pusat Logistik Berikat menjadi 

salah satu bentuk dari Tempat Penimbunan Berikat yang 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelaku 

usaha dan pemerintah dalam menciptakan kondisi 

perekonomian yang kondusif; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, diperlukan dukungan 

kebijakan perdagangan mengenai pemasukan dan 

pengeluaran barang asal luar daerah pabean ke dan dari 

Pusat Logistik Berikat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang 

Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari Pusat Logistik 

Berikat; 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 64/M-DAG/PER/9/2016 

TENT ANG 

KETENTUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG 

ASAL LUAR DAERAH PABEAN KE DAN DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 



1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia] (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 ten tang Kepabeanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4661); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5768); 
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Mengingat 



KETENTUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG 
ASAL LUAR DAERAH PABEAN KE DAN DARI PUSAT 
LOGISTIK BERIKAT. 

TENTANG 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 

Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 1516); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2070); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

70/M-DAG/PER/9/2015 
Perdagangan Nomor 

tentang Angka Pengenal 
Menteri 11. Peraturan 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

8. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang 
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja 
Periode Tahun 2014-2019; 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum 
Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang 
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1104); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di 
Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1006); 
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Menetapkan 



Pasal 2 

(1) Semua jenis Barang asal luar daerah pabean dapat 

dimasukkan ke PLB. 

(2) Pemasukan Barang asal luar daerah pabean ke PLB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

oleh: 

a. penyelenggara PLB; 

b. pengusaha PLB; 

c. pengusaha di PLB; 

d. pemasok (supplierj di luar daerah pabean; atau 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak 

dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, 

digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau 

pelaku usaha. 

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 

daerah pabean. 

3. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian 

dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh 

surveyor. 

4. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat 

otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran 

Teknis Impor barang. 

5. Pusat Logistik Berikat, yang selanjutnya disingkat 

PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk 

menimbun barang asal luar daerah pabean dan/ atau 

barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah 

pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan 

sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk 

dikeluarkan kembali. 
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Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 

16 September 2016. 

Pasal 6 

Surveyor menerbitkan Laporan Surveyor (LS) sebagai 

hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang 
dilakukan di PLB untuk digunakan sebagai dokumen 

pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di 

bidang Impor. 

Pasal 5 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Surveyor 

yang telah ditetapkan oleh Menteri dan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal4 

( 1) Dalam hal Barang yang masuk ke PLB merupakan 

Barang asal luar daerah pabean yang akan 

dikeluarkan dari PLB ke tempat lain dalam 

daerah pabean, wajib dilakukan Verifikasi atau 

Penelusuran Teknis. 

(2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di 

PLB. 

Pasal 3 

Terhadap Barang asal luar daerah pabean yang masuk 

ke PLB diperlakukan sebagai Barang yang masih berada 

di negara asal. 

e. orang atau badan selain sebagaimana dimaksud pada 

huruf a sampai dengan huruf d. 
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.Salinan sesuai dengan aslinya 
~~~~tariat Jenderal 

'eftfJ&~lil Perdagangan 

SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1415 

WIDODO EKATJAHJANA 

ttd. 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUSLIK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 September 2016 

ENGGARTIASTO LUKITA 

ttd. 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 September 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Serita Negara Republik Indonesia. 
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